PUTUSAN 


Nomor : 2969 K/Pdt/1998 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KF'TTUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH AGUNG 
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi 
telah mengambil putusan sebagai berikut dalam 
perkara 
TI HAWA binti BENGGA, bertempat 
tinggal di Desa Alue Setu, Kecamatan 
Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara, yang 
dalam hal ini diwakili oleh kuasa- 
nya : FAUZI HUSAINI, SH., berdasar- 
kan surat kuasa khusus tanggal 28 
Mei 1996, pemohon kasasi, dahulu 
penggugat /pembanding : 
Melawan : 
l.a. MUHAMMAD HUSEN bin A. JALIL, 
b. ISKANDAR bin A. JALIL, 


C. MUHAMMAD bin A. JALIL, ketiga- 





nya bertempat tinggal di Desa 

Raya Peudada, Kecamatan Peuda- 

da, Kabupaten Aceh Utara : 

2. PEMERINTAH R.I., Cg. KEPALA DESA 
ALUE SETUI, Kecamatan Jeunleb, 
Kabupaten Aceh Utara : 

3. MUHAMMAD NUR H. ALI, bertempat 
tinggal di Desa Alue Setui, 
Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh 
Utara, para termohon kasasi, 
dahulu para tergugat/terbanding : 

Mahkamah Agung tersebut : 

Membaca surat-surat yang bersangkutan 


/ 


Menimbang, .......... 


Beuramat (anak kandung penggugat asli) 





Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut 
ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai 
penggugat asli telah menggugat sekarang para termo- 
hon kasasi sebagai para tergugat asli dimuka persi- 
dangan Pengadilan Negeri Bireuen yang pada pokoknya 
atas dalil-dalil 

bahwa Imum Beuramat (suami penggugat asli) 
telah meninggal dunia pada tahun 1956 dengan me- 
ninggalkan ahli waris dan juga harta warisan berupa 
tanah sawah yang diperoleh semasa hidupnya yang 
sekarang menjadi sengketa, merupakan boedel warisan 
yang belum dibagi/faraidh kepada ahli warisnya yang 
sah, yang mana letak dan batas-batas tanah sengketa 
sebagaimana tersebut dalam gugatan : 

bahwa setelah meninggalnya suami penggugat 
asli, tanah perkara dikuasai oleh A. Jalil bin 
, kemudian 
setelah A. Jalil bin Beuramat meninggal dunia, 
tanah perkara dikuasai oleh tergugat asli I (anak 
kandung A. Jalil bin Beuramat/cucu penggugat asli) 
tanpa dasar hukum atau tanpa seizin penggugat asli: 

bahwa penggugat asli telah melarang pengua- 
Saan Semena-mena oleh tergugat asli I atas tanah 
perkara tersebut, namun tidak digubris oleh tergu- 
gat asli I dengan berbagai dalih atau alasan yang 
irrasional : 

bahwa kemudian tergugat asli I menjual objek 
perkara kepada tergugat asli II, yang bertindak 
untuk dan atas nama tergugat asli III : 
bahwa tergugat asli II dan III membeli objek 


perkara tersebut tanpa terlebih dahulu menyelidiki 





asal usulnya atau pemiliknya yang sah, oleh karena- 
nya jual beli antara tergugat asli I dengan tergu- 
gat asli II dan III atas objek perkara adalah 
perbuatan melawan hukum, sehingga akta jual beli 
tanggal 10 April 1995 No.2231/Jeunteb/1995 yang 
baru penggugat asli ketahui, dinyatakan tidak sah 
dan batal demi hukum : 
bahwa penggugat asli mohon agar para tergu- 
gat asli mengembalikan objek perkara tersebut dalam 
keadaan baik dan kosong serta bebas dari ikatan 
dengan pihak ketiga : 
bahwa untuk menjamin gugatan ini, penggugat 
asli mohon agar diletakkan sita jaminan atas objek 
perkara : 
bahwa penggugat asli mohon agar para tergu- 
gat asli dihukum untuk membayar uang paksa (dwang- 
som) sebesar Rp.10.000,- per hari atas kelalaiannya 
sejak inkrachtnya putusan : 
bahwa penggugat asli mohon agar putusan 
dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta 
merta (Uitvoerbaar bij voorraad) : 
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, 
penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri 
Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut 
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya: 
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat ahli 
waris dari almarhum Beuramat atau Imum Beura- 
mat : 
3. Menyatakan perbuatan tergugat I melakukan jual 
beli dengan tergugat II dan III adalah per- 
buatan yang tidak sah dan batal demi hukum 


. 
1 


4. Menyatakan ............ 


4. Menyatakan Akta Jual beli nomor 2231 tanggal 10 


April 1995 atas objek perkara tidak sah dan 
batal demi hukum : 
5. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di 

Desa Alue Setui, Kecamatan Jeunib, Kabupaten 


Aceh Utara, yang berbatas sebelah 


Utara dengan tanah sawah Pr. Ti Hawa (10,10) M, 


/ 


Selatan dengan jalan Desa (10,10) M : 
Timur dengan kebun Meunasah (67,2) M : 
Barat dengan tanah M. Yusuf Beuramat (65,22) M: 
adalah warisan/peninggalan dari almarhum Beura- 
mat alias Imum Beuramat (suami penggugat) dan 
Jatuh kepada ahli warisnya yang sah : 
6. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan objek 

perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan 


kosong serta bebas dari ikatan pihak ketiga 


. 
'/ 





!. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bireuen : 

8. Menghukum para tergugat untuk membayar dwangsom 

Rp.10.000,- per hari jika lambat atau tidak 

mematuhi putusan Pengadilan sejak inkracht : 

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan 

secara Uitvoerbaar bij voorraad (serta merta) : 

10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya 

perkara yang timbul karena perkara ini : 

11. Ex aeguo et bono : 

bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat 

asli tersebut, telah diajukan eksepsi oleh para 
tergugat asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil 

bahwa gugatan penggugat asli tidak lengkap 


baik subjek maupun objek hukumnya, karena harta 


peninggalan ............ 





peninggalan almarhum Imum Beuramat bukan hanya 
tanah terperkara dan ahli warisnyapun bukan hanya 
tergugat asli I, akan tetapi masih banyak ahli 
waris lain yang tidk ikut digugat yang secara nyata 
telah menguasai/memiliki bagian harta peninggalan 
almarhum Imum Beuramat : 

bahwa penggugat asli tidak berhak lagi 
menggugat siapa saja dari ahli waris almarhum Imum 
Beuramat, karena semua harta peninggalannya telah 
dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk penggugat 
asli sendiri telah menerima bagiannya : 

bahwa gugatan penggugat asli tidak lengkap 
subjek hukumnya, oleh karena jual beli antara 
tergugat asli I dengan tergugat asli II dan III 
dilakukan dihadapan PPAT, seharusnya penggugat asli 
mengikut sertakan PPAT sebagai pihak tergugat atau 
pihak turut tergugat : 

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan 
Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putu- 
Sannya tanggal 28 Nopember 1996 No.32/Pdt.6/1996/ 
PN.Bir., yang amarnya berbunyi sebagai berikut 
Dalam Eksepsi : 
- Menolak eksepsi dari tergugat-tergugat dalam 


pokok perkara : 


Dalam Pokok Perkara : 





- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya 


- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara 
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.47.000, - 
(empat puluh tujuh ribu rupiah) : 

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 


penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 





Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 13 
September 1997 No.110/Pdt/1997/PT.Aceh : 
bahwa sesudah putusan terakhir ini diberita- 
hukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 10 
Januari 1998 kemudian terhadapnya oleh penggugat/ 
pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, ber- 
dasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 1996 di- 
ajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 
17 Januai 1998 sebagaimana ternyata dari akte per- 
mohonan kasasi No.2/Pdt.G/1998/PN.Bireuen yang di- 
buat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen 
permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi 
yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepani- 
teraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 
Januari 1998 : 
bahwa pada tanggal 27 Januari 1998 telah 
diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat / 
pembanding kepada pihak lawan dengan cara saksama : 
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a gGUO 
beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada 
pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang 
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang - 
Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi 
tersebut formil dapat diterima : 
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang 
diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya 
tersebut pada pokoknya ialah 
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah salah mene- 
rapkan pertimbangan hukumnya dengan menguatkan 


pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bireuen, 


tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas 





dan tegas tentang hal tersebut, sehingga putusan 
Pengadilan Tinggi Aceh tersbeut tidak cukup 
dipertimbangkan. Hal ini dapat dijelaskan seba- 
gal berikut 
- Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Aceh 
menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan 
Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan 
penggugat /pembanding untuk seluruhnya, sudah 
tepat dan benar, akan tetapi tanpa ada penje- 
lasan apapun, padahal putusan Pengadilan 
Negeri Bireuen tersebut telah terjadi kesala- 
han dalam penerapan hukumnya : 
- Pengambil alihan pertimbangan hukum Pengadilan 
Negeri Bireuen tanpa alasan yang jelas, selain 
karena pertimbangan sudah tepat dan benar, 
adalah suatu putusan Pengadilan yang tidak 
dipertimbangkan tentang hukumnya : 
Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah 
dalam menilai fakta, karena telah menilai bukti 
T.I-1 (surat keterangan faraidh damai yang 
diajukan oleh termohon kasasi/tergugat asal Tuh 9 
yang menunjukkan seolah-olah benar tanah sengke- 
ta telah dilakukan pembahagian secara damai, 
akan tetapi fakta yang terungkap dipersidangan, 
Surat bukti tersebut mengandung cacat hukum, hal 
ini diperkuat dengan keterangan saksi tergugat 
dan keterangan termohon kasasi/tergugat asal III 
didepan persidangan, karena apabila dicocokan 
dengan surat kuasa dari pemohon kasasi/penggugat 
asal yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan 


Negeri Bireuen, pemohon kasasi/penggugat asal 





hanya menurunkan cap Jjempolnya : 
Dari pertimbangan Pengadilan Negeri Bireuen yang 
demikian tersebut, telah terbukti secara nyata 
bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah merubah 
fakta yang sesungguhnya terungkap di Pengadilan: 
3. Bahwa judex facti telah salah dalam mempertim- 
bangkan fakta dan telah mengakibatkan salah pula 
dalam menerapkan hukum, sehingga hak pemohon 
kasasi/penggugat asal atas tanah sengketa telah 
menjadi hilang, karena judex facti memutar 
balikan serta merubah fakta, sehingga putusannya 
dapat diklasifikasikan sebagai putusan yang 
sesat : 
Menimbang : 
mengenai keberatan ad.1 
bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, 
karena judex facti tidak salah menerapkan hukum 


mengenai keberatan-keberatan ad.2 dan 3 


bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat 


. 
/ 


dibenarkan, karena hal ini adalah mengenai peni- 
laian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan 
tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat 
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat 
kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi 
hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada 
kesalahan dalam pelaksanaan hukum : 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diper- 
timbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ter- 
nyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini 


bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, 


maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon 


kasasi 


kasasi : Ti Hawa binti Bengga, yang dalam hal ini 
diwakili oleh kuasanya : Fauzi Husaini, SH. terse- 
but harus ditolak : 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang 
No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 
yang bersangkutan : 

MENGADILI : 

Menolak permohonan kasasi dari pemohon 
kasasi : TI HAWA binti BENGCA, yang dalam hal ini 
diwakili oleh kuasanya : FAUZI HUSAINI, SH. terse- 
oat 

Menghukum pemohon kasasi membayar biaya per- 
kara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak 
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) : 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya- 


waratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, TANGCAL 25 





JULI 2001 dengan H. Toton Suprapto, SH., Ketua Muda 
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 
Ketua Sidang, Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan H. 
Sunardi Padang, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota 
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 
hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan 
dihadiri oleh Prof. DR. BH. Muchsin, SH. dan H. 
Sunardi Padang, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Syai- 
foni, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak diha- 


diri oleh kedua belah pihak.- 


Hakim-Hakim Anggota : Ketua : 


tEd. Sei 
Prof. DR. H. Muchsin, SH. H. Toton Suprapto, SH. 
ttd. / 


H. Sunardi Padang, SH. 
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Biaya-Biaya : 


l. Meterai, ......... Rp3 9. 000 Panitera Pengganti : 
2. Redaksi, L........ Rp.M 1.000, rea.i 
3. Administrasi Kasasi, ... Rp. 93.000,- Syalitoni, SH. 


Jumlah Rp.100.000, - 





